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TENTANG 

 
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  

KABUPATEN BANGGAI  
 

 
 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, 
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran;  
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;  
 

Mengingat :  1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – 
daerah Tingkat  II  di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor1822);  
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

 
 
 

 



 
   10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan 
RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai  Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Kewenangan Kabupaten Banggai  (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 

2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai  Nomor 47 );  
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai  Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )  Kabupaten Banggai Tahun 

2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai  Nomor 92 ); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Banggai Nomor 112); 

15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan 
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Banggai; 

 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SAT POL PP DAN 
DAMKAR KABUPATEN BANGGAI. 

 

KESATU  :  Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Banggai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

 KEDUA :  Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan 
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam menetapkan rencana kinerja 
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 

2016 - 2021. 
 

KETIGA  :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan 
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  

 

    
         

 



OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BANGGAI

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa

No
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Formulasi Sumber Data

Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup Tahun ( N-1 ) - N

Jumlah Pelanggaran Perda/Pebup yang ditangani N-1

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani

dalam waktu maksimal 15 menit

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK

► Ketepatan Waktu Pemadam Kebakaran tiba di lokasi Tempat Kejadian Kebakaran setalah 

      adanya laporan Kejadian Kebakaran 

► Penanganan Kebakaran Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di tetapkan pada 

      5 (Lima) Wilayah Kecamatan

Tingkat 

Waktu 

Tanggap 

(Response 

Time Rate) 

Pada Daerah 

Layanan 

Wilayah 

Manjemen 

Kebakaran 

(WMK)

Lokasi Tempat 

Kejadian 

Kebakaran 

(TKK)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1 Meningkatnya 

Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum, dan 

Penanggulanga

n Bahaya 

Kebakaran

Persentase 

Penurunan 

Pelanggaran 

Perda / 

Perbub

Dokumen 

Pelanggaran 

Perda/Perbup

x  100 %

x 100 %


